
 
 

1 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara 

berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan negara yang 

bersangkutan. Keberhasilan pembangunan negara salah satunya ditentukan 

oleh besarnya pendapatan negara. Besarnya pendapatan negara dapat 

ditentukan oleh lokasi suatu negara, perpajakan di negara ini adalah untuk 

meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai 

kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakmerataan distribusi 

daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas 

ekonomi swasta. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat 

dikatakan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang 

penting dalam kebijakan pemerintah.  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang 

Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 

Pasal 1 ayat 1). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar 
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pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap 

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Eksandy, 2017).  

Di Indonesia penggalian penerimaan di sektor perpajakan dilakukan secara 

ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan 

negara. Untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak, pemerintah memberikan 

wewenang kepada direktorat jenderal pajak yang berada di bawah kementerian 

keuangan republik indonesia sehubungan dengan hal tersebut telah 

dikeluarkan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-14/PJ.7/2003.   

Terdapat kendala yang ditemui dalam rangka mengoptimalkan penerimaan 

dari sektor pajak tersebut, diantaranya memanfaatkan kelemahan yang ada 

pada peraturan perpajakan dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

sebagai usaha Wajib Pajak untuk melakukan perlawanan terhadap pemungutan 

pajak sehingga penerimaan negara kurang optimal (Fadhilah, 2014). Dalam 

praktik pelaksanaan penerimaan negara sektor pajak, salah satu pihak yang 

memberikan kontribusi besar adalah perusahaan sektor pajak, salah satu pihak 

yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan, namun tujuan 

pemerintah untuk memaksimalkan dalam penerimaansektor pajak 

bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai Wajib Pajak (Diantari dan 

Ulupui 2016).  

Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini 

menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan 

dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan 
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penerimaan pembayaran pajak yang semaksimal mungkin kepada negara. Hal 

inilah yang membuat Wajib Pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah 

pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).  

Perbedaan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan 

menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak 

manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan 

Tax Avoidance. Menurut Ademola (2014) mendefinikan Tax Avoidance 

sebagai salah satu tindakan untuk melakukan pergurangan atau meminimalkan 

kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil 

keuntungan dari celah – celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak 

melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. ` 

Dalam praktik Tax Avoidance, Wajib Pajak tidak secara jelas, melanggar 

undang – undang atau menafsirkan undang – undang. Praktik Tax Avoidance  

yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata – mata untuk 

meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan 

memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi 

beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan Tax Avoidance merupakan 

persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak (tax 

avoidance), tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak 

diinginkan oleh pemerintah.  

Dilihat dari data realisasi penerimaan negara sektor pajak setiap tahunnya 

antara target dan realisasinya pada tahun 2018 – 2020 tidak pernah tercapai 
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sesuai dengan target yang ditetapkan dapat dilihat dalam gambar berikut, 

gambar 1.1 sebagai berikut: 

Gambar1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: Center for Indonesia Taxati Analysis  
Dari gambar diatas terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 

33,29% selama tahun 2022 yang sangat baik ditopang oleh beberapa hal 

sebagai berikut:  

a. Penerimaan PPh Non Migas sebesar 9,4 Triliun, PPN dan 

PPnBM sebesar 8,3 triliun, PBBP5L (PBB yang dikelola 

pemerintah pusat yaitu PBB sektor perkebunan, perhutanan, 

pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk 

pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau 

batubara (minerba), dan lainnya sebesar 240 miliar, serta 

pajak lainnya sebesar 220 miliar; 

b. Adanya program pengungkapan sukarela (PPS) pada 

periode Januari sampai dengan Juni 2022 mampu 
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menghasilkan penerimaam 1,3 triliun atau mengalami 

pertumbuhan penerimaan pada Juni sebesar 153%; 

c. Pertumbuhan PPN dan PPnBM yang diperoleh dari 

dorongan aktivitas ekonomi yang meluas di wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan 

perubahan tarif PPN; 

d. Pajak lainnya yang tumbuh terkontraksi negatif, karena 

penerimaan bea materai sebesar 3,9% pasca berlakunya UU 

Nomor 10 Tahun 2020 di antaranya perubahan dokumen 

yang wajib dikarenakan bea materai dari sebelumnya 1 juta 

menjadi 5 juta; 

e. Pembebasan PPh bagi UMKM sampai dengan omzet 

dibawah Rp. 500 juta; 

f. Pertumguhan sektor industri dan perdagangan yang sejalan 

dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga 

komoditas; 

g. Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi karena 

adanya peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran 

pembiayaan bank. 

h. Pertumbuhansektor pertambangan yang meningkat karena 

adanya dorongan permintaan global dan meningkatnya 

harga komoditas tambang terutama nikel; 
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i. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sejalan 

dengan meningkatnya pascapandemi covid-19.  

Banyak faktor yang dapat memunculkan adanya penghindaran 

pajak (Tax Avoidance), salah satunya adalah kualitas audit. Kualitas dalam 

penelitian ini diukur dengan Kantor Akuntantasn Publik (KAP) yang 

mengaudit laporan keuangan perusahaan. KAP the big four dianggap 

menjadi KAP yang berkompeten untuk mengaudit laporan keuangan 

sehingga bisa mendeteksi kecurangan atau salah saji material yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan yang menggunakan jasa 

KAP the big four dianggap cenderung untuk tetap melakukan pembayaran 

pajak sesuai dengan yang harus mereka bayar. Walaupun didalam 

praktinya masih ada kasus penghindaran pajak yang laporan auditnya 

dikerjakan oleh KAP the big four. Feranika, et al (2016).  

Menurut Eksandy (2017) mengatakan bahwa kualitas audit 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Tetapi 

berbeda dengan penelitian Nugraheni, Patomo (2018), dan Primasati 

(2019) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak.  

Menurut Ekasandy (2017), Komite audit juga menjadi salah satu 

faktor yang memperngaruhi adanya penghindaran pajak (tax avoidance). 

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan 

laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak 

manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan 
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pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta 

mendukung good corporate governance. Pada penelitian Nugraheni, 

Pratomo (2018), Dewi, Jati (2014), serta diantari, Ulupui (2016), 

mengemukakan bahwa Komite Audit Berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance).  

Faktor selanjutnya yang diperkirakan mampu mempengaruhi 

penghindaran pajak adalah proposi komisaris independen. Proporsi 

komisaris independen merupakan persentase perbandingan antara 

komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya 

yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan, 

(Primasari, 2019). Semakin banyak komisaris independen diharapkan 

corporate governance didalam perusahaan meningkat, sehingga mampu 

mendorong manajemen perusahaan untuk tidal melakukan praktik 

penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pradasari, Ermawati 

(2018), dan dewi, Jati (2014) mendapatkan hasil bahwa proporsi 

komusaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 

namun hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari, 

Ulupui (2016) dengan kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap penhindaran pajak. Namun hasilnya berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupati (2016) dengan 

hasil penelitian bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak.  
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Tabel 1.1 
Kesenjangan Penelitian (Reseach Gap) 

No Hasil Penelitian Peneliti 
1 a. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  
Zoebar dan Miftah 
(2020), Dewi dan Jati 
(2014) 

 b. Kualitas audit berpengaruh negatif 
signifikasn terhadap penghindaran pajak (tax 
avoidance)  

Feranika et al (2016), 
Eksandy (2017) 

 c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak (tax avoidance) 

Nugraheni dan Protomo 
(2018), Primasari (2019) 

2 a. Komite audit berpengaruh positif signifikan 
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

Pradasari dan Ermawati 
(2018) 

 b. Komite audit berpengaruh negatif signifikan 
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  

Nugraheni dan Pratomo 
(2018), Dewi dan Jati 
(2014), diantari dan 
Ulupui (2016) 

 c. Komite audit tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak (tax avoidance) 

Feranika et.al (2016), 
Eksandy (2017) 

3 a. Komisaris independen berpengaruh positif 
signifikan terhadap penghindaran pajak (tax 
avoidance)  

Feranika et al (2016), 
Eksandy (2017) 

 b. Komisaris independen berpengaruh negatif 
signifikan terhadap penghindaran pajak (tax 
avoidance)  

Diantari dan Ulupui 
(2016)  

 c. Komisaris independen tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

Pradasari, Ermawati 
(2018), Dewi, Jati 
(2014), Primasari (2019).  

Salah satu Wajib Pajak yang memiliki peranan besar dalam 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak 

bagi negara adalah perusahaan, dimana penerimaan pajak yang bersumber 

dari perusahaan ini tentunya dapat mempengaruhi besaran tax ratio 

Indonesia. Tax ratio mengukur perbandingan antara penerimaan pajak 

dengan produk domestik bruto (Kemenkeu.go.id, 2016). Bagi perusahaan 

pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada 

negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan 

selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari Wajib 
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Pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang 

harus dibayar (Mangoting, 1999) dalam (Pratomo, 2021).  

Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya 

peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-

undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu 

sendiri. Upaya minimalisasi 3 pajak yang tidak melanggar undang- undang 

umumnya disebut tax planning yang memiliki ruang lingkup pada 

perencanaan pajak yang tidak melanggar undangundang yang disebut juga 

tax aviodance, yang merupakan suatu pelaksana efisiensi bagi perusahaan 

dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam 

Undang-Undang Perpajakan.  

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance 

adalah perngurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan 

perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang 

diperkenankan maupun menenda pajak yang belum diatur dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil 

oeleh pimpinan perusahaan (Siregar, 2016). Tax avoidance (penghindaran 

pajak) merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak 

terutangnya tanpa elanggar peraturan perpajakan atau dengan istilag 

lainnya mencari kelemahan peraturan (Wardani, 2018).  

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dari beberapa penelitian 

terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji serta menguji tentang kualitas 
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audit, komite audit dan komisaris independent terhadap tax avoidance. 

Dari beberapa masalah diatas maka peneliti ingin mengambil judul tentang 

“Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit Dan Komisaris Independen 

Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomatif Dan Komponen 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018-2022”.  

1.2 Identifikasi Masalah  
 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1.2.1 Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub 

sektor otomatif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, 

periode 2018-2022 ?  

1.2.2 Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub 

sektor otomatif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, 

periode 2018-2022 ?  

1.2.3 Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri sub sektor otomatif dan komponen yang terdaftar di bursa 

efek indonesia, periode 2018-2022 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  
 
1.3.1 Menganalisis tentang kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub 

sektor otomatif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, 

periode 2018-2022. 

1.3.2 Menganalisis tentang komite audit terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub 

sektor otomatif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, 

periode 2018-2022. 

1.3.3 Mangalisis tentang komisaris independen terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri sub sektor otomatif dan komponen yang terdaftar di bursa 

efek indonesia, periode 2018-2022.  

1.4 Manfaat Penelitian  
 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan dan menambah wawasan peneliti dan pembaca terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh kualitas audit, koite 

audit dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur. Selain itu hasil penelitian ini 
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juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.  

1.4.2 Manfaat praktis  

1.4.2.1 Bagi Pemerintah atau Regulator  

Penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam mengevaluasi peraturan-peraturan yang sudah 

ada mengenai perpajakan di Indonesia. Dengan maksud untuk 

memperkecil dan mempersempit celah suatu perusahaan dalam 

melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun 

ilegal agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak 

yang akan diterima negara.  

1.4.2.2 Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

penetahuan akan tax avoidance agar berguna di kehidupan 

peneliti untuk masa kini dan masa yang akan mendatang.  

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapakan penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi 

maupun pedoman untuk penelitian yang serupa di masa yang 

akan mendatang.  
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